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ABSTRAK

Penelitian yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Penipuan Perizinan Tambang
(Studi K@Bus Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN.Sit)" ini bertujuan untuk
mengkaji pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan.

Tujuan penelitian ini adalah, pertama, untuk mengidentifikasi, memahami, dan
menganalisis kasus tindak pidana penipuan terkait perizinan tambang. Kedua, untuk
mempelajari putusan hakim dalam kasus tindak pidana penipuan yang berkaitan
dengan perizinan tambang.

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian
hukum yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-
undangan dan literatur yang relevan dengan topik yang dibahas. Berdasarkan hasil
penelitian, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama penelitian ini adalah untuk
mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana, serta
untuk memahami apakah keputusan hakim tersebut memberikan efek jera kepada
pelaku.

Kata kunci: Penipuan, Undang-Undang pasal 378 KUHP

ABSTRACT




This research entitled “Juridical Analysis of Mining Licensing Fraud (Case§udy
of Decision Number 112/Pid.B/2023/PN.Sit)" aims to examine article 378 of the
Criminal Code which regulates criminal acts of fraud.

The objectives of this study are, first, to identify, understand, and analyze cases of
criminal fraud related to mining licensing. Second, to study the judge's decision in
e case of criminal fraud related to mining licensing.

The method used in this thesis research is the normative juridical legal research
method, which focuses on analyzing laws and regulations and literature relevant to
the topic discussed. Based on the results of the research, it can be concluded that
the main purpose of this research is to find out the judge's consideration in deciding
criminal cases, and to understand whether the judge's decision has a deterrent
effect on the perpetrator.

Keywords: Fraud, Article 378 of the Indonesian Penal Code

(1]
PENDAHULUAN
Penipuan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah perbuatan

tidak jujur yang dilakukan dengan tujuan untuk menipu atau mendapatkan
keuntungan secara tidak sah. Berdasarkan Pasal 378 KUHP, penipuan dilakukan
dengan niat untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain secara melawan
hukum, dengan menggunakan identitas palsu, kehormatan palsu, tipu daya, atau
&bohongan untuk memperoleh barang atau menghapuskan utang. Selain itu,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 492 juga mengatur hal serupa, dengan
ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda maksimal Rp 500
juta.(Igbal et al_, 2022).

Tindak pidana merupakan fenomena sosial yang terus berkembang seiring
dengan perubahan masyarakat. Masalah ini menimbulkan keresahan karena jumlah
dan kompleksitasnya semakin meningkat. Sebagai contoh, tindak pidana penipuan
tercatat mencapai 4.444 kasus, yang mencerminkan bertambahnya kompleksitas
kejahatan seiring dengan perkembangan intelektualitas. Penipuan sering kali
berkaitan dengan hubungan sosial dan bisnis, yang berujung pada kerugian bagi
pihak yang dirugikan. Pelaku biasanya menggunakan berbagai metode untuk

meyakinkan korban agar menyerahkan barang atau membayar utang.




Hukum pidana diharapkan dapat menawarkan solusi atas masalah ini melalui
pembangunan sistem hukum yang lebih terstruktur dan terintegrasi. Meskipun
sudah ada lembaga penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan yang
menangani tindak pidana, efektivitas penerapan hukum pidana, khususnya KUHP,
masih terbilang rendah. Kasus penipuan terus menunjukkan angka yang meningkat,
seperti kasus di mana terdakwa memanfaatkan modus bisnis tambang palsu untuk
menipu korban. Hal ini mengindikasikan pentingnya peningkatan dalam penegakan
hukum serta kesadaran masyarakat terhadap tindak pidana penipuan.

Pepipuan merupakan kejahatan yang menargetkan harta benda, yang diatur
dalam Pasal 378 hingga Pasal 395 KUHP. Penegak hukum perlu memperhatikan
dengan cermat unsur-unsur tindak pidana penipuan untuk memastikan adanya
kepastian hukum. Tidak semua korban penipuan dapat dengan mudah memperoleh
perlindungan hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai
ketentuan hukum pidana terkait penipuan sangat penting untuk menyelesaikan
masalah ini.(Reksodiputro, 2017).

Penipuan sebagai tindak pidana memerlukan penanganan yang tepat dan
sistematis dalam kerangka hukum pidana Indonesia. Meskipun sudah diatur dalam
KUHP dan undang-undang terbaru, penegakan hukum masih menghadapi sejumlah
tantangan. Seiring dengan perubahan sosial dan meningkatnya intelektualitas
masyarakat, penipuan terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan upaya
penegakan hukum yang lebih terarah, terkoordinasi, dan fleksibel untuk mengatasi
kasus penipuan yang semakin kompleks serta melindungi masyarakat dari
kejahatan ini.

Untuk menghadapi masalah penipuan yang semakin kompleks, peneliti perlu
melakukan studi yang mendalam dan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Penelitian
ini harus diawali dengan identifikasi permasalahan yang ada, seperti dalam
menganalisis penipuan dari perspektif duriclis dan kriminologi. Beberapa
pertanyaan yang perlu dikaji meliputi bagaimana pengaturan tindak pidana
penipuan dalam konteks perizinan pertambangan dan apa motif di balik kejahatan

penipuan terkait perizinan tambang dalam perkara Nomor 112/Pid.B/2023/PN Sit.




METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif merupakan metode penelitian
yang berfokus pada analisis bahan hukum sekunder dengan menggunakan
pendekatan peraturan perundang-undangan, khusus&ra terkait Pasal 378 KUHP.
Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi sumber hukum primer, seperti
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 378 KUHP,
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Selain itu, sumber
hukum sekunder diperoleh melalui studi literatur dan teori-teori hukum dari para
pakar. Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan sistem kartu, yang
digunakan untuk mencatat peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli..

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan guna
memperoleh dasar teoritis serta peraturan perundang-undangan yang relevan.
Proses pengumpulan bahan hukum ini menggunakan sistem kartu untuk
mendokumentasikan pasal-pasal dan pendapat para ahli yang berkaitan. Penulisan
karya ilmiah ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan (statute approach), yang bertujuan untuk mengkaji seluruh

regulasi yang berhubungan dengan isu yang diteliti.

ASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PENGATURAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP

PERIZINAN PERTAMBANGAN

Pengelolaan sumber daya alam bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran
rakyat sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Kegiatan pengelolaan ini mencakup aktivitas
pertambangan yang diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan.
Namun, dalam praktiknya, muncul berbagai permasalahan, seperti tumpang tindih
dengan sektor lﬁnya, sehingga diperlukan pendekatan yuridis untuk
menyelesaikannya. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 serta
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara mengatur tahapan serta izin usaha pertambangan agar kegiatan tersebut




dapat dilaksanakan secara optimal, efisien, transparan, dan berwawasan
lingkungan.(Rahayu & Faisal,2021).

Kegiatan pertambangan kerap menghadapi permasalahan terkait perizinan dan
dampak lingkungan, sehingga diperlukan regulasi yang ketat untuk mengatur
pelaku usaha serta pejabat yang berwenang menerbitkan izin. Berbagai tindak
pidana dalam sektor pertambangan, seperti aktivitas penambangan tanpa izin dan
penyampaian data yang tidak benar, telah diatur dalam undang-undang. Dalam
pelaksanaan usaha pertambangan, prinsip perlindungan lingkungan hidup dan
keterlibatan masyarakat harus menjadi perhatian lﬁlma guna mencegah kerugian
yang dapat berdampak pada masyarakat setempat.(Hartana, 2019).

Penipuan sebagai bentuk tindak kejahatan, termasuk dalam aktivitas
pertambangan, diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pasal tersebut menjelaskan unsur-
unsur penipuan, seperti penggunaan identitas palsu dan tipu muslihat untuk
membujuk seseorang agar menyerahkan barang atau menanggung utang. Ketentuan
ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan kriminal yang merugikan
dan menimbulkan keresahan (Afriani & Merita, 2019).

Dalam kasus penipuan terkait perizinan pertambangan, Pasal 378 KUHP
menetapkan sanksi bagi siapa saja yang dengan sengaja dan melawan hukum
menggunakan kebohongan atau kedudukan palsu demi memperoleh keuntungan
pribadi. Diperlukan regulasi yang tegas serta penegakan hukum yang konsisten
untuk menanggulangi tindak pidana penipuan di sektor pertambangan, sekaligus
memastﬁan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan tetap

terjaga.(Afriani & Merita, 2019).

B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Yang Melanggar Pasal 378 KUHP Ditinjau
Dari Perkara Nomor 112/Pid.B/2023/Pn Sit
Penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP merupakan tindak pidana yang
dapat dijatuhi hukuman penjara. Tindak penipuan mencakup berbagai tindakan
kecurangan, seperti penggunaan identitas palsu dan tipu muslihat ﬁntuk
memperoleh keuntungan pribadi. Pasal ini, bersama dengan ketentuan dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menyatakan bahwa penipuan mencakup




Hnaya memperoleh barang, utang, atau piutang secara ilegal, dengan ancaman
hukuman penjara hingga empat tahun atau denda maksimal lima ratus juta
rupiah.(Gogali et al_, 2021).

Penipuan dalam konteks peﬁ'zinan tambang dikategorikan sebagai tindak
pidana umum yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 378 KUHP. Tindak pidana ini
umumnya berkaitan dengan perbuatan yang merugikan harta benda orang lain dan
diatur dalam Bab XXV KUHP. Penipuan melibatkan penggunaan kebohongan atau
tipu muslihat untuk mempengaruhi seseorang agar menyerahkan barang atau
mengakui utang. Tindakan ini menimbﬁlkan keresahan di tengah masyarakat dan
membutuhkan penegakan hukum yang efektif.

Tindak pidana penipuan memiliki berbagai bentuk, termasuk penipuan khusus
yang diatur dalam Pasal 379 KUHP. Istilah "penipuan" atau "bedrog" dalam KUHP
mencerminkan bahwa perbuatan ini mencakup berbagai metode untuk menipu.
Unsur-unsur penipuan meliputi penggunaan tipu muslihat, identitas atau keadaan
palsu, serta tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain
dengan cara yang melanggar hukum.(KUHP, 2023).

Dalam kasus penipuan terkait perizinan tambang, pelaku dapat dikenakan
hukuman sesuai dengan Pasal 378 KUHP. Contohnya, dalam Putusan Nomor
112/Pid.B/2023/PN Sit, terdakwa dijatuhi hukuman tiga tahun penjara karena
terbukti melakukan penipuan secara berkelanjutan. Penegakan hukum yang tegas
terhadap tindak penipuan sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat dan

menegakkan keadilan.

KESIMPULAN
Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat melalui eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya seperti
mineral, minyak, dan gas. Namun, sektor pertambangan menghadapi berbagai
tantangan, termasuk tumpang tindih dengan kegiatan perﬂlian dan kelemahan
dalam kerangka peraturan yang ada. Undang-Undang Minerba tahun 2009
memperkenalkan sistem izin pertambangan yang baru dan berusaha untuk

menyelaraskan dengan prinsip tata kelola daerah.




Konsep penipuan dalam KUHP mencakup berbagai bentuk penipuan yang
dapat menghasilkan keuntungan material dan non-material, dengan ancaman
hukuman penjara bagi pelaku yang terbukti bersalah. Masalah penipuan
diperkirakan akan terus berlanjut, menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat dan
pihak berwenang. Perkembangan sosial dapat mempengaruhi frekuensi dan tingkat

keparahan penipuan, sehingga membutuhkan perhatian yang lebih waspada.
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